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PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA DAN DPRD

KOTA KENDARI

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD

TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini, Sabtu Tanggal Qua Puluh Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Dua

Puluh Lima, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. Hj. SISKA KARINAIMRAN, SKM

2. LAODE MUH. INARTO, ST

3. RIZKI BRILIAN PAGALA, S.Ars

1. IRMAWATI, S.E., S.H., M.H., M.Kn

Wali Kota Kendari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Pemerintah Daerah Wali Kota

Kendari yang beralamat di Jin Drs. H.

Abdullah Silondae Nomor 8

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Ketua DPRD Kota Kendari

Wakil Ketua DPRD Kota Kendari

Wakil Ketua DPRD Kota Kendari,

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Kendari, Selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah membahas bersama-sama dan

menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Kendari yang diajukan oleh PIHAK

PERTAMA. Yakni:

Rancangan Peraturan Daerah Kota Kendari tentang Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2026.

2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPED

Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam

Berita Acara ini.



3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan pembahan dan koreksi atas

APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2026 selaras dengan penyesuaian dan

perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampalkan kepada Gubemur Sulawesi Tenggara untuk

mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah

ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK

KEDUA dalam rangkap 3 (Tiga), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI 

 
NOMOR       TAHUN 2025 

 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

 KOTA KENDARI 

TAHUN ANGGARAN 2026 

 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA KENDARI, 
 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah dan Pasal 112 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh 
Persetujuan Bersama; 

b. bahwa  Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan 
merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam 

kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon 
anggaran sementara yang telah disepakati antara 

Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 19 
Bulan Nopember Tahun 2025; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun 

Anggaran 2026; 
 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3602); 



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 



Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4693); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), 

sebagaimana   telah    diubah   beberapa   kali   terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta 
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil 

Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang 

Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

19. Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor  16  Tahun 
2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah  dan  Rancangan  Peraturan   Kepala Daerah 



tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 525); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1067); 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor  36 Tahun 2018 tentang Tata Cara 
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1777); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan  Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 431); 



26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); 
27. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 

tentang Besaran Hak-Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari 

Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota 
Kendari Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 28 
Tahun 2017 tentang Besaran Hak-Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota 
Kendari Tahun 2021 Nomor 38); 

28. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 27). 
29. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2025 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kota Kendari Tahun 2025-2029 (Lembaran 
Daerah Kota Kendari Tahun 2025 Nomor 2); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI 
 

dan 
 

WALI KOTA KENDARI 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan   :  RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KOTA KENDARI  TAHUN  ANGGARAN  2026 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Kendari. 
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Kota Kendari. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah 

yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
6. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 



kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun 

pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut 

SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran 
anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. 

8. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara 

Pendapatan Daerah dan Belanja. 
9. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara 

Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. 
10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai 

kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang 

tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 

13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran berkenaan. 
14. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan 

Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang 

bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani 
kewajiban untuk membayar kembali.  

 
Pasal 2 

 

(1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan 
pembiayaan daerah. 

(2) APBD    Kota    Kendari     Tahun     Anggaran    2026     

berjumlah Rp. 1.494.759.858.641,00 terdiri  atas  pendapatan 
daerah,  belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian 

sebagai berikut : 
 

a. Pendapatan Daerah  Rp.   1.469.751.911.909,00  

b. Belanja Daerah  Rp.   1.416.822.470.365,00 
Defisit/Surplus     Rp.   52.929.441.544,00 

 
c. Pembiayaan Daerah 

1. Penerimaan    Rp.       25.007.946.732,00 

2. Pengeluaran    Rp.       77.937.388.276,00 
Pembiayaan Netto   Rp.(52.929.441.544,00) 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan  

                                                                   Rp.        0,00 
 

Pasal 3 
 

Pendapatan daerah direncanakan sebesar 

Rp.1.469.751.911.909,00  yang bersumber dari : 
a. Pendapatan asli; 
b. Pendapatan transfer; dan 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
 

 
Pasal 4 
 

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf a direncanakan sebesar Rp. 507.988.214.719,00 yang 

terdiri atas : 
a. Pajak daerah; 



b. Retribusi daerah; 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan 
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 327.516.920.000,00 

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp.   29.008.013.918,00 
(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp. 10.000.000.000,00 

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar           
Rp. 141.463.280.801,00 

 

 
Pasal 5 

 
(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf b direncanakan sebesar Rp. 939.472.956.442,00 yang 

terdiri atas : 
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 

b. Pendapatan transfer antar daerah. 
(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar                            

Rp. 837.263.135.000,00 
(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat  (1) huruf  b  direncanakan  sebesar 

Rp.102.209.821.442,00 
 

 
Pasal 6 

 

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar                          

Rp. 22.290.740.748,00 yang terdiri atas : 
a. Pendapatan hibah; 
b. Dana darurat; 

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  a 

direncanakan sebesar Rp.  0,00 
(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 0,00 
(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c direncanakan sebesar Rp. 22.290.740.748,00 
 

Pasal 7 

 
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan 

sebesar Rp. 1.416.822.470.365,00  yang terdiri atas : 
a. Belanja operasional; 
b. Belanja modal; 

c. Belanja tidak terduga; dan 
d. Belanja transfer. 

 
 



 

Pasal 8 
 

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.174.373.046.928,21 
yang terdiri atas : 

a. Belanja pegawai; 
b. Belanja barang dan jasa; 

c. Belanja bunga; 
d. Belanja subsidi; 
e. Belanja hibah; dan 

f. Belanja bantuan sosial. 
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 761.373.583.532,00 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp. 380.662.235.856,21 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar Rp. 16.531.047.476,00 

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp.  0,00 
(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp. 15.613.880.064,00 
(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf f direncanakan sebesar Rp. 192.300.000,00 

 
Pasal 9 

 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf b direncanakan sebesar Rp. 237.449.423.436,79 yang 

terdiri atas : 
a. Belanja modal tanah. 
b. Belanja modal peralatan dan mesin. 

c. Belanja modal bangunan dan gedung. 
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 

e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan 
f. Belanja modal aset lainnya. 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.110.000.000,00 
(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar                             

Rp. 16.880.678.987,87 
(4) Belanja modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar                             
Rp. 61.439.711.483,15 

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar           
Rp. 147.739.912.965,77 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.113.320.000,00 
(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf f direncanakan sebesar Rp.   5.165.800.000,00 
 

Pasal 10 

 
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 yang 
terdiri atas belanja tidak terduga. 



 

Pasal 11 
 

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 huruf d direncanakan sebesar Rp.  0,00   yang terdiri atas : 
a. Belanja bagi hasil; dan 

b. Belanja bantuan keuangan. 
(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.  0,00 
(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp.  0,00 

 
Pasal 12 

 

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan 
sebesar Rp. 25.007.946.732,00 yang terdiri atas : 

a. Penerimaan pembiayaan; dan 
b. Pengeluaran pembiayaan. 

 

Pasal 13 
 

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar                        
Rp. 25.007.946.732,00 yang terdiri atas : 

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 
sebelumnya; 

b. Pencairan dana cadangan; 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
d. Penerimaan pinjaman daerah; 

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan 
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp. 25.007.946.732,00 
(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp.  0,00 

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d direncanakan sebesar Rp.  0,00 
(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 
(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 
 
 

Pasal 14 
 

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar                        
Rp. 77.937.388.276,00  yang terdiri atas : 

a. Pembentukan dana cadangan; 
b. Penyertaan modal daerah; 

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; 
d. Pemberian pinjaman daerah; dan 



e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 
(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar            

Rp. 59.689.478.472,00 
(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 17.247.909.804,00 

 
Pasal 15 

 
(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran 

belanja daerah mengakibatkan terjadinya Surplus/(Defisit) 

sebesar      Rp.  52.929.441.544,00 
(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan 

pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan 
sebesar Rp.  (52.929.441.544,00) 
 

Pasal 16 
 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, 

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum 
tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu 

yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya 
dimasukan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah 
Kota Kendari tahun anggaran 2026, dengan tata cara sesuai 

dengan cara terlebih dahulu melakukan peraturan kepala 
daerah tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada 

Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan 
Realisasi Anggaran. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau 
kejadian luar biasa; 

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu 
kegiatan pelayanan publik. 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar 

masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun 
anggaran berjalan; 

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang 

bersifat wajib; 
c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah 

Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta 
amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau 

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah 
Daerah dan/atau masyarakat. 

 
 



Pasal 17 

 
Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
ini meliputi : 

 
1. Lampiran I  Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut 

Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan; 

2. Lampiran II  Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 
3. Lampiran III   Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan 

Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja 

dan Pembiayaan; 
4. Lampiran IV  Rekapitulasi     Belanja     Menurut   Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan 
Beserta Keluaran; 

5. Lampiran V    Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk 
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 

Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 

7. Lampiran VII    Sinkronisasi   Program   pada   RPJMD  dengan 
Rancangan APBD; 

8. Lampiran VIII  Sinkronisasi    Program, Kegiatan    dan   Sub 

Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan 
Rancangan APBD; 

9. Lampiran IX  Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan 
Program Prioritas Daerah; 

10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 

Jabatan; 
11. Lampiran XI  Daftar Piutang Daerah; 

12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi 
Daerah Lainnya; 

13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan 

Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-
Lain; 

14. Lampiran XIV Daftar   Sub   Kegiatan   Tahun   jamak (multy 

years); 
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan 

16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah. 
 
 

Pasal 18 
 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2026 diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota Kendari. 

 
 
 

 
 

 
 



Pasal 19 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran 

Daerah Kota Kendari. 
 

 
Ditetapkan    di Kendari 
pada tanggal                2025 

 
        WALI KOTA KENDARI 

 

 
 

 
    SISKA KARINA IMRAN 

 

 
Diundangkan di Kendari 

pada tanggal                 2025 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI 

 
 
 

 
 AMIR HASAN 

 
 
 

 
LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2025 NOMOR :  

 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI : 



Lampiran I : Peraturan Daerah

Nomor : 

Tanggal : 

KOTA KENDARI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN

PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 507.988.214.719,00

4.1.01 Pajak Daerah 327.516.920.000,00

4.1.02 Retribusi Daerah 29.008.013.918,00

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10.000.000.000,00

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 141.463.280.801,00

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 939.472.956.442,00

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 837.263.135.000,00

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 102.209.821.442,00

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 22.290.740.748,00

4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 22.290.740.748,00

Jumlah Pendapatan 1.469.751.911.909,00

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI 1.174.373.046.928,21

5.1.01 Belanja Pegawai 761.373.583.532,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 380.662.235.856,21

5.1.03 Belanja Bunga 16.531.047.476,00

5.1.05 Belanja Hibah 15.613.880.064,00

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 192.300.000,00

5.2 BELANJA MODAL 237.449.423.436,79

5.2.01 Belanja Modal Tanah 5.110.000.000,00

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.880.678.987,87

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 61.439.711.483,15

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 147.739.912.965,77

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.113.320.000,00

5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 5.165.800.000,00

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.000.000.000,00

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00

Jumlah Belanja 1.416.822.470.365,00

Total Surplus/(Defisit) 52.929.441.544,00

6 PEMBIAYAAN DAERAH
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KODE URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 25.007.946.732,00

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 25.007.946.732,00

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 77.937.388.276,00

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 1.000.000.000,00

6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 59.689.478.472,00

6.2.05 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan 17.247.909.804,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 25.007.946.732,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 77.937.388.276,00

Pembiayaan Netto -52.929.441.544,00

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00

SIPD-RI : dicetak pada 2025-12-06 19:47:54 Halaman 2

Kota Kendari, .........................

 Walikota

dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM
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